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BUPATI KARIMUN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
 

NOMOR   10   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN KUALITAS 
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang berbasis transparansi dan 
akuntabilitas perlu adanya pengelolaan penyusunan kualitas 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

Pemerintah secara cepat dan tepat; 
 

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 
hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 
penyelenggaraan kualitas Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah perlu diatur dalam 

suatu Peraturan Bupati; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Peningkatan Pengelolaan dan Kualitas Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 

 

 Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/2071/PENYELENGGARA-NEGARA-YANG-BERSIH-DAN-BEBAS-DARI-KORUPSI--KOLUSI-DAN-NEPOTISME/99uu0281.pdf
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuan tan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), 

yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemeritah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/2096/PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PELALAWAN--KABUPATEN-ROKAN-HULU--KABUPATEN-ROKAN-HILIR--KABUPATEN-SIAK--KABUPATEN-KARIMUN--KABUPATEN-NATUNA--KABUPATEN-KUANTAN-SINGINGI--DAN-KOTA-BATAM/99uu053.PDF
http://jdihn.bphn.go.id/detail/33/KEUANGAN-NEGARA/03uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/57/PERBENDAHARAAN-NEGARA/04uu001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/74/SISTEM-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL/04uu025.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 
tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten 

Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun 2017 Nomor 7); 

 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembagunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembagunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 

Nomor 7); 
 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/16975/ADMINISTRASI-PEMERINTAHAN/14uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2224/PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH/05pp058b.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/338/LAPORAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-KEPADA-PEMERINTAH--LAPORAN-KETERANGAN-PERTANGGUNGJAWABAN-KEPALA-DAERAH-KEPADA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH--DAN-INFORMASI-LAPORAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-KEPADA-MA
http://jdihn.bphn.go.id/detail/22291/PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN--DAERAH/17pp012a.PDF
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